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A. Latar Belakang
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termatub

dalam dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Ne u 0 e kan bahwa negara
UNIVERSITASSNGA (25 g
hukdm| adalah -negara berdasarkan 'kedaufatan_hukum. Aftinya setiap

penyelenggaraan nega tsa dasarkan atas sistem

Ay N
“'913 . Sehingga dalam

konstitusi (hukum @

- AN N
penyelenggaran pewge ‘0” "‘ aupun ditingkat
\
daergh harus senantiasa sesual ¢ uranfhukum yang
ada.lCi[i-ciri negara hukum tersebut /' l\ uti :
\

dangan;

UEN@ merupakan
suatu perangkat "k ang ) hek dan atau larangan yang
mengatur tata tertib dalam masyakat yang harus ditaati dan pelanggaran
terhadapnya dapat dikenai sanksi yang bersifat memaksa. Pengenaan

sanksi bagi setiap pelanggaran hukum dilakukan dalam rangka penegakan

hukum itu sendiri. Di Indonesia penegakan hukum dilaksanakan oleh

C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, 1984, him
86.
?Ibid, him 86.



lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman.> Lembaga yang
memegang kekuasaan kehakiman tersebut adalah mahkamah agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara,

dan oleh sebuah mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 AWW%SM Tahun
NIWERSITAS ANDAL 55

1945. U
~

$aan tersebut

»,
=4
QD
x
(9°)
-~

dilaksapakan oleh le Pengadilan Tata

Usala | Negara (S ESensi utama

kehadir an @dministrasi,

<
QD
=
=
c
jun
—
=
=
S
@

=
QD

«Q
QD
=
QD
=
3
O
=
QD
=]

dividu yang

rikan kepastian

ya di bawah

gngan posisi

®Hal ini sejalan dengan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan
kehakiman merupakan kekekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakan hukum dan keadilan.

*IrwanMawardi, Paradigmabaru PTUN Respon Peradilan Admininstrasi terhadap
Demokratisasi, Yogyakarta, Penerbit Thafa Media,2016,him 1.
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diperlukan adanya sarana untuk menjaga harmoni tersebut agar tetap

dalam koridor keadilan dan kepastian hukum.’

Kehadiran PTUN pada awalnya diakomodir oleh Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-UndangNomor 5 Tahun

1986 Tentan N Tata Usaha Negara; dian direvisi kembali
NIVERSITAS ANDA,

dengan—diter agnyaJUHdang-undang_Ngm_or‘@l ahtn| 2009 tentang
g L g

han Kedua atas_Ungz Tahun 1886 Tentang

N
Peraflilan Tata Usaha ‘n\.:;..") PTUN). Peradilan

TatajUsaha Negara ‘L( ‘\Q\ b
D0

o+

Perube

DD

gl masyarakat

Q)

pencari keadilan teri@dap seme Syafakat pencari

keadilan dimaksud adalah orahg pPeferanganSatali badan hukum perdata

yang merasa kepentingannya dirugiki i

B il

\ gh suatu KTUN.| Mereka yang

merdsa jukan gugatan

kepadz g /disengketakan

ter \ -% 2h o)
tEIa KE DJAJA

AN

memiliki kewenangan untuk™mergadili suatu perkara menurut obyek,

materi atau pokok sengketa. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang PTUN
dijelaskan bahwa ‘“Pengadilan bertugas dan memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara”. Adapun yang yang menjadi

obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara

®Ibid, him 1.



sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN yang

menyatakan bahwa:

“keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret,
individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata”.

—A’TQ'ERSWAS ANDA|

ng a gapat—&lsnnpulkarrbahw& ff\ﬁl perkara peradilan

Ty
14

tata usaha negara berdasas RIUN yakni keputusan

~ N
aha negara Y3 ‘\ﬂ jabdt tata usaha

D
14

tata s
negara |yang bersif a/ menimbulkan

akibat|hukum bagi seSeorang &

3

Seiring perkembangan huk }' lya Undang-

."J

\ etelah Witerbitkan

\-.

erintahan yang

arubahan yang

ofjara, karena
la terbatas,

v Dty J(gwq]ug?r‘]q Skupart keputusan dalam

NT A
g-Utidiand ~'- i u«mab eltias dari Keputusan
sebagi obyek sengketa PTUN menufut UU PTUN.® Dalam pasal-pasalnya
yang mengatur kompetensi PTUN, dapat di analisis ada ketentuan pasal-

pasal yang bersifat menambahkan kewenangan sekaligus memperluas

kewenangan PTUN.

®Imam Soebechi, dkk. Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer, Genta Press.
Yogyakarta, 2014. him 7.
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Disebutkan penambahan kewenangan (kompetensi) absolut
Peradilan Administrasi karena sebelum disahkannya Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014, kewenangan tersebut belumlah ada. Kewenangan
yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 21

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur mengenai

pengujian adanya Wa disebutkan
bah e g@“‘%§ang m néNaDAdm@ memutuskan

ada atau tlcéﬁfgja unsur pen : g yang dilakukan oleh

Pejabat Pemerintaha

Sementara h Jpenambahan

kewenangan atau da@at dika 5 aupun perubahan

batasan konsep, yang sebelumhya ndang-Undang

etensi PTUN

A.'

& 'J-‘an "‘h.J --'.‘E_.}’*r ‘

b. Kompetensi abt um. —eptcla dlundangkannya Undang-
Undang menyangkut  upaya
administrasi, Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa
“Dalam hal warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke
pengadilan”, Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal tersebut
adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 dinyatakan “Pengadilan adalah
Pengadilan Tata Usaha Negara”. Dengan demikian setelah melalui

"Rendi Yurista, Tesis, Fiktif Positif Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara,
Univeritas Syah Kuala, Fakultas Hukum, 2017, him 8.
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upaya administratif menjadi  kompetensi PTUN  untuk
mengadilinya. Hal ini bebrbeda dengan ketentuan dalam Pasal 48
jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili
Keputusan Tata Usaha Negara yang telah terlebih dahulu
diselesaikan melalui upaya administratif.

c. Perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pasal 87
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan menyebutkan “Dengan berlakunya Undang-Undang
ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Unda 1986 tentang Peradilan Tata
Us e ar tiﬁ b n Undang-Undang
T§§ r& ﬂ g‘IS)mnr Tahun 2009

harus dimaknai Sebagai berlkut
0 Penetapan tertulis ‘tindakan faktual:
2. B a Usahda Negara di

AUPB:

Bersifat
Keputus
dan/atau;

5
4,
5 akibat hukum

an | kompetensi

1dang-Undang

enimbulkan

perbedaan norma yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang PTUN

dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan mengatur konsep fiktif positif. Secara eksplisit

ketentuan norma tersebut yakni:



Pasal 3 Undang-Undang PTUN

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan  keputusan, sedangkan hal itu menjadi
kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan
Tata Usaha Negara.

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangandimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan

‘@Mﬁi maksud
D ersangkutan
TROALAS,

menentukaﬁﬂangkarwaktu ra-dimaksud dalam
ayaf(Z) maka setelaklalew ngka waktu empat bulan sejak
diterimannya_pe ay Pejabat|Tata Usaha
Negara elah | /mengeluarkan

keputusa A
Pasal 53 k ) Wih 2014 Tentang
AdministrasiPome: :
(1) Batas waktu kews atab melakukan

keputusan dan/atd al—dengan ketentuan
peraturan perundang-undang

(2) Jika  ketentuan  peraf 5\ perufdang-undangan  tidak
menentukan batas wakidsk wajibannya ebagaimana dimaksud
ok (1), e adan Pemerintahan
nenetapkan dan/a usan dan/atau

datam—wa uh) hari kerja
ap joleh Badan

(3yA . .u— . \’, "‘.‘?'.(-1/ pada ayat

henetapkan
akan, maka
cafa ukum.
adllan untuk
ohonaan sebagaimana

mempe '-hr.---. Q“m"l"ul'

dimaksud pa

(5) Pengadilan Wajlb memutuskan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari
kerja sejak permohonan diajukan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan
keputusan  untuk  melaksanakan  putusan  Pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan
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hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Dengan kata lain, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan keputusan
dari pejabat birokrasi karena yang mengeluarkan keputusan dimaksud
adalah pejabat birokrasi dari badan-badan eksekutif sipil yang dipimpin
olen pejabat pemerintah yang tugas pokoknya secara profesional
menindaklanjuti keputusan politik yang telah diambil Pemerintah.®

Maksud Fiktif Positif Dalam Undang-Undang Administrasi

Peth\nEﬁrq@ﬁglmrg AWM dan tidak

mengtapkan wmm#‘@m&wm&é@%t atau |Badan Tata
Usala Negara dianggag
Perluasan {berimplikasi
kepada produk put , | pfosedur yang
harug |ditempuh oleh para piiak are™di PTUN. Dalam
Prakti<hya di Pengadilan Tata gsalla  Nedara Padang, sejak di
14 Tentang
Admi uh) perkara

. ’_4 Melalui

e apaf sikap diam

Negara Padang dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sikap

diam tersebut.

® Moerdiono, Mencapai Model Birokrasi Indonesia, dalam Birokrasi dan Administrasi

Pembangunan, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, him 38.
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Berdasarkan uraian diatas dapat penulis tertarik untuk meneliti
lebih jauh prosedur penetapan sikap diam Pejabat Pemerintahan serta apa
kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam memeriksa permohonan
sikap diam. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang yang telah

diuraikan penulis diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan

dan :Ie;:nwm/um__de ngkat judul “PROSEDUR
PEN MNNLEPRtﬁ W§A6N\DAAMS PEJABAT

PEI\IIEERINf/)AN Dl PE)D USAHA NEGARA

PADANG”.

B. Perdmusan Masal (

1. | Bagaimana pr@sedur e pemerintahan di

2. | Apa_kendala-kendala dands ang dihadapi| lhakim dalam

B il

Pengadilan Tata Usaha Nega ‘ ing
)

<
apermoehena

pejabat

ang dihadapi

D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian mengenai Prosedur Penetapan Sikap Diam Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun

praktis kepada semua kalangan, antara lain:



1. Secara teoritis
Dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus sebagai sarana dalam
pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum,
khususnya mengenai pengembangan hukum Administrasi Negara
dalam hal sikap diam Pejabat Pemerintahan terhadap permohonan dari

agMIVERSITAS ANDA| 4 o

2. Secara |

ageman dalam| melakukan

-~ ‘\“_ *11* angrundangan agar
DAY
mampu me Q ‘“\\“‘\‘:’ :

g
d. | Memberikan = manfas

penerapan ter
f, bersih, serta

berwibawa dan Tals { berdasarkan

(e

hukum dengan dilanda$i S gabdian untuk

masyarakat.

guji keputusan

erintahan.

' pentingan,

9?‘4‘" emerintahan

dengan warga~masyaral

d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
masyarakat umum untuk lebih mengetahui tentang
Keputusan Fiktif Positif sebagai objek sengketa tata usaha

negara pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
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E. Metode Penelitian
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan daapt
dipertanggungjawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pendekatan Masalah
Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendeka

i yakni penelitian dengan
mengkaji W§W§Mngan fakta-
wﬁh

fakta yaﬁﬁfa;temukan dalaami ) 1/sebagai sosial

yang sifatnya em ' h gpendent variable)

berbagai aspek

Kehidupan sosial ang sosiologis (
sosio-legal research ).’

a\t Penelitian

no
o

if

Imemberikan

gejala-gejala

Hal ini

3. Jenis dan Sumber Data
Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

°Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004, him. 133.
930erjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, 2006, him. 10.
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Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara
langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.** Dalam hal ini
penulis memperoleh data primer dari Pengadilan Tata Usaha Negara
Padang berupa data

b. Data sekunder

Data sekunde data- ah terolah dan didapatkan dari
-u/ma)wﬁn;ﬂﬁmm@ i

data ker er terdiri dari:

a. Bahan hukum prig hahan yang | mempunyai

-

kekuatan

1. Unds Inddnesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang ngl Kekuasaan

Kehakiman;

~ Undang-Undang Nomor 5 ang Peradilan
By
Usaha NegaF

-mm.uann.V'llﬂiO-iﬂ : Perubahan

%ﬂlﬂ'“" .‘g-l“mu O ; f’- Tentang

5. Und @0 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan.

'Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, him. 85.
“Ibid, hlm 85.
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7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk
Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna
Mendapatkan Keputusan Dan / Atau Tindakan Badan Atau

Pejabat Pemerintahan

b. Bahan hu kund itu_bahan hukum yang bersifat

rl i buku-buku

i -
yang erat kaitannya

c. Bahan penunjang
pemahan aksud maupun
arti dari gana -Undang, ilmu

pengetahuan maupuhn bz pangan. Bahan

Besar Bahasa

hukum tersier yaitu' ka

D <o) R a fiambil dari

i penelitian

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang
dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna
memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan

dengan dualisme pengujian sikap diam pejabat tata usaha
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negara terhadap permohonan dari warga masyarakat di
pengadilan tata usaha negara.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan
melakukakan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya

untu patkan_spaty informasi jelas dan akurat. Dalam
UN\\IERSWA ANDALg |

@/m,e_ngumptﬂkan “datayang- leng akurat, maka

digunakan teknik

—

itl wawancara

bebas tetapi ti.} Wawancara

dilakukan d | ETakdiaeli Pengadilan Tata

A

Usaha Negard Padang an|Tata Usaha

Negara Padang

(e SEPURIAIRNIRN fE

N TU .'I@A(‘fm'ﬂ -
SeniNgga.IRETOIER-SL ?‘r'/;‘r*\“v*

nantinya akan dapat™dipertanggung jawabkan sesuai dengan

gCara umum yang

kenyataan yang ada.

b. Analisis Data
Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya
dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan

kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang
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diperoleh dari hasil penelitian tersebut,digunakan metode analisis
secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan
tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan
perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti

sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir

W Wersifat umum
eps dU\NNI%!?TS&d&ﬁM&DA LAS
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